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ABSTRAK 
Kinerja organisasi sektor publik pada hakikatnya tidak hanya ditentukan 

oleh sistem, struktur, teknologi, dan regulasi, tetapi sangat bergantung pada 

kualitas sumber daya manusia yang menjalankan seluruh proses organisasi. 

Pendekatan manajemen sumber daya manusia konvensional telah 
memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kompetensi dan 

produktivitas pegawai, tetapi belum sepenuhnya menjawab persoalan 

integritas, tanggung jawab moral, dan dimensi spiritual dalam pengelolaan 
aparatur publik. Artikel ini bertujuan membangun kerangka konseptual yang 

mengintegrasikan Islamic Human Resource Management (IHRM) dengan 

Performance Governance melalui tiga nilai utama Islam, yaitu amanah, itqan, 
dan akuntabilitas. Kajian ini menggunakan pendekatan konseptual melalui 

telaah teori Human Resource Management, Human Capital Theory, Ability-

Motivation-Opportunity Theory, Performance Management, Resource-Based 
View, dan governance sektor publik yang dipertemukan dengan prinsip-

prinsip manajemen Islam. Argumentasi artikel menunjukkan bahwa amanah 

berfungsi sebagai fondasi moral dalam penggunaan kewenangan, itqan 

menjadi orientasi profesionalisme dan kualitas kerja, sedangkan 
akuntabilitas menjadi mekanisme institusional untuk memastikan bahwa 

proses dan hasil kinerja dapat dipertanggungjawabkan. Integrasi ketiganya 

menghasilkan paradigma Islamic Performance Governance, yaitu tata kelola 
kinerja yang menempatkan manusia sebagai subjek moral, kinerja sebagai 

bentuk tanggung jawab, governance sebagai mekanisme pengendalian dan 

penciptaan nilai publik, serta maslahah sebagai orientasi keberlanjutan. 
Artikel ini menawarkan kontribusi konseptual bahwa kinerja sektor publik 

yang berkelanjutan tidak cukup dibangun melalui performance management, 

tetapi membutuhkan integrasi antara kualitas SDM, etika Islam, sistem 
governance, dan akuntabilitas publik. 

Kata kunci: Islamic Human Resource Management, Performance 

Governance, Amanah, Itqan, Accountability, Public Value, Sustainable 

Performance. 
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PENDAHULUAN 

Perubahan lingkungan pemerintahan yang semakin kompleks 

menempatkan sumber daya manusia sebagai faktor strategis dalam 

menentukan keberhasilan organisasi sektor publik. Organisasi publik 

menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan 

yang cepat, berkualitas, transparan, adil, responsif, dan akuntabel. Pada saat 

yang sama, aparatur negara dituntut mampu beradaptasi dengan 

perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, transformasi 

digital, serta meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan 

pertanggungjawaban publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

persoalan kinerja organisasi publik pada dasarnya bukan hanya persoalan 

sistem, tetapi juga persoalan manusia yang menggerakkan sistem tersebut. 

Manajemen sumber daya manusia karena itu tidak dapat lagi 

ditempatkan hanya sebagai fungsi administratif yang mengatur rekrutmen, 

penempatan, pelatihan, promosi, kompensasi, dan penilaian pegawai. MSDM 

harus diposisikan sebagai instrumen strategis yang menghubungkan 

kapasitas manusia dengan pencapaian tujuan organisasi. Dalam perspektif 

ini, kualitas SDM menjadi fondasi bagi kualitas proses organisasi dan pada 

akhirnya menentukan kualitas kinerja publik. Kajian mengenai good 

governance dan HRM sektor publik juga menunjukkan bahwa 

profesionalisme aparatur, kompetensi, transparansi, akuntabilitas, 

kepemimpinan, serta pengawasan merupakan unsur yang saling 

berhubungan dalam peningkatan kinerja organisasi publik. 

Namun demikian, terdapat persoalan yang lebih mendasar. Organisasi 

dapat memiliki aparatur yang kompeten tetapi belum tentu memiliki aparatur 

yang berintegritas. Organisasi dapat mencapai target kinerja tetapi belum 

tentu menghasilkan pelayanan yang adil. Organisasi dapat memiliki sistem 
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akuntabilitas tetapi belum tentu memiliki budaya pertanggungjawaban. 

Bahkan, sistem pengukuran kinerja yang sangat baik dapat kehilangan 

makna apabila manusia yang menjalankannya tidak memiliki kesadaran 

moral. 

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara 

performance management dan ethical governance. Performance management 

menjelaskan bagaimana kinerja direncanakan, dilaksanakan, diukur, 

dievaluasi, dan diperbaiki. Governance menjelaskan bagaimana kewenangan, 

sumber daya, keputusan, dan proses organisasi diarahkan secara transparan 

dan akuntabel. Akan tetapi, kedua konsep tersebut masih membutuhkan 

fondasi nilai yang menjelaskan mengapa seseorang harus bekerja secara 

benar sekalipun tidak sedang diawasi. 

Pada titik inilah perspektif Islam menawarkan konstruksi yang 

menarik. Islam memandang pekerjaan dan jabatan sebagai amanah. Al-

Qur'an menegaskan pentingnya menunaikan amanah kepada yang berhak 

dan menetapkan hukum dengan adil (QS. An-Nisa [4]:58). Prinsip ini memiliki 

relevansi yang sangat kuat dengan administrasi publik karena kekuasaan, 

jabatan, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan publik pada 

hakikatnya merupakan amanah yang tidak boleh digunakan untuk 

kepentingan pribadi. 

Amanah kemudian perlu diterjemahkan ke dalam kualitas 

pelaksanaan pekerjaan. Di sinilah konsep itqan menjadi penting. Itqan 

menunjukkan orientasi terhadap kesungguhan, ketelitian, kualitas, 

profesionalisme, dan penyelesaian pekerjaan secara optimal. Dengan 

demikian, seorang aparatur yang amanah bukan hanya tidak 

menyalahgunakan kewenangan, tetapi juga harus memberikan kinerja 

terbaik sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya. 
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Akan tetapi, nilai moral dan profesionalisme personal saja belum 

cukup. Organisasi publik membutuhkan mekanisme institusional yang 

memastikan bahwa kinerja dapat diperiksa, dijelaskan, dinilai, dan 

dipertanggungjawabkan. Mekanisme tersebut adalah akuntabilitas. Karena 

itu, artikel ini menempatkan amanah, itqan, dan akuntabilitas bukan sebagai 

tiga konsep yang berdiri sendiri, tetapi sebagai tiga elemen yang membentuk 

satu rantai tata kelola kinerja. 

Secara konseptual dapat dirumuskan bahwa amanah memberikan 

arah moral, itqan memberikan standar kualitas, sedangkan akuntabilitas 

memberikan mekanisme pertanggungjawaban. Ketiganya kemudian 

dipertemukan dalam Performance Governance untuk menghasilkan public 

value dan kinerja sektor publik yang berkelanjutan. 

Argumentasi tersebut semakin relevan karena penelitian terbaru 

menunjukkan bahwa nilai amanah saja tidak otomatis menghasilkan 

akuntabilitas apabila tidak didukung kompetensi dan mekanisme 

kelembagaan. Studi pada Kementerian Agama di Jambi, misalnya, 

menemukan bahwa amanah-based governance memberikan fondasi moral, 

sementara kompetensi pegawai memiliki pengaruh langsung terhadap 

akuntabilitas dan pencegahan fraud. Temuan ini memperkuat gagasan 

bahwa nilai etis harus diinstitusionalisasikan melalui kompetensi, sistem, 

dan mekanisme akuntabilitas. 

Dengan demikian, persoalan utama artikel ini bukan sekadar apakah 

nilai-nilai Islam relevan bagi MSDM, tetapi bagaimana nilai Islam dapat 

direkonstruksi menjadi mekanisme Performance Governance dalam 

organisasi sektor publik. Pertanyaan tersebut menjadi penting karena 

sebagian kajian Islamic Human Resource Management masih cenderung 

menempatkan nilai Islam sebagai dimensi etika individual, sementara kajian 

Performance Governance lebih banyak berorientasi pada sistem, indikator, 
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dan mekanisme kelembagaan. Artikel ini berupaya mempertemukan kedua 

perspektif tersebut. 

PEMBAHASAN 

Human Resource Management pada dasarnya menjelaskan bagaimana 

organisasi memperoleh, mengembangkan, mempertahankan, dan 

mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam perspektif 

Human Capital Theory, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan 

kompetensi manusia merupakan investasi strategis yang menghasilkan nilai 

bagi organisasi. Sementara Resource-Based View melihat sumber daya 

manusia sebagai sumber daya strategis yang dapat menghasilkan 

keunggulan apabila memiliki nilai, kelangkaan, sulit ditiru, dan sulit 

digantikan. 

Namun, organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan organisasi bisnis. Keberhasilan organisasi publik tidak dapat semata-

mata diukur melalui produktivitas atau keuntungan ekonomi. Kinerja publik 

harus dilihat dari kemampuan organisasi menghasilkan public value, 

meningkatkan kualitas pelayanan, membangun kepercayaan masyarakat, 

menjamin keadilan, dan menggunakan sumber daya publik secara 

bertanggung jawab. 

Karena itu, Islamic Human Resource Management menawarkan 

perluasan perspektif. Manusia dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai 

sumber daya ekonomi, tetapi sebagai makhluk yang memiliki dimensi moral 

dan spiritual. Pegawai bukan hanya pekerja yang menerima kompensasi, 

tetapi individu yang memiliki tanggung jawab terhadap organisasi, 

masyarakat, dan Allah SWT. Konsepsi tersebut menghasilkan perubahan 

mendasar terhadap cara organisasi mengelola SDM. Rekrutmen tidak cukup 

hanya mencari orang yang memiliki kompetensi teknis, tetapi juga 

membutuhkan integritas. Pengembangan SDM tidak cukup hanya 



 
 

6 
Islamic Human Resource Management and Performance Governance: Integrasi Amanah , Itqan, 

dan Akuntabilitas Untuk Mewujudkan  Kinerja Berkelanjutan  Sektor Publik. 
Sjakir Lobud, Muhammad Sarib Abd Rasak 

 
 

AZ-ZAIDA  

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN 
Volume 2 Nomor 9 September 2026 
ISSN: 3124-8659              
 

meningkatkan kemampuan profesional, tetapi juga harus membentuk 

karakter. Penilaian kinerja tidak cukup hanya mengukur output, tetapi juga 

harus memperhatikan proses dan perilaku. Promosi tidak cukup didasarkan 

pada senioritas, tetapi harus mempertimbangkan kompetensi, integritas, 

kontribusi, dan tanggung jawab. 

Dengan demikian, IHRM dapat dipahami sebagai sistem yang 

mengintegrasikan competence and character. Kompetensi menjawab 

pertanyaan apakah seseorang mampu melakukan pekerjaan, sedangkan 

karakter menjawab pertanyaan apakah seseorang mau dan mampu 

menggunakan kemampuannya secara benar. Di sinilah teori Ability-

Motivation-Opportunity (AMO) menjadi relevan. Kinerja pegawai tidak hanya 

ditentukan oleh kemampuan, tetapi juga motivasi dan kesempatan untuk 

berkontribusi. Dalam perspektif Islam, ketiga unsur tersebut dapat 

diperkaya. Ability diperkuat melalui kompetensi dan itqan; motivation 

diperkuat melalui amanah dan kesadaran ibadah; sedangkan opportunity 

diperkuat melalui governance yang memberikan ruang partisipasi, keadilan, 

dan kesempatan berkembang. 

Integrasi tersebut menghasilkan formula konseptual yang lebih luas: 

kompetensi memungkinkan seseorang bekerja, motivasi mendorong 

seseorang bekerja, amanah mengarahkan seseorang bekerja secara benar, 

dan itqan mendorong seseorang bekerja secara terbaik. Amanah menjadi titik 

awal yang sangat penting. Dalam organisasi publik, amanah berarti bahwa 

kewenangan bukan hak pribadi. Jabatan bukan simbol status. Anggaran 

bukan milik pejabat. Fasilitas publik bukan fasilitas pribadi. Bahkan 

informasi yang dikuasai aparatur harus dikelola sesuai kepentingan publik 

dan aturan yang berlaku. 

Jika amanah benar-benar menjadi budaya organisasi, maka 

governance tidak hanya bekerja melalui pengawasan eksternal. Akan 
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terbentuk internal accountability, yaitu kesadaran dalam diri pegawai untuk 

bertanggung jawab bahkan ketika tidak ada orang lain yang mengawasi. 

Konsep tersebut merupakan salah satu keunggulan penting perspektif 

Islam. Sistem governance modern membutuhkan mekanisme eksternal 

seperti audit, pengawasan, evaluasi, indikator kinerja, dan pelaporan. Akan 

tetapi, sistem eksternal selalu memiliki keterbatasan. Tidak semua perilaku 

dapat diawasi. Tidak semua penyimpangan dapat ditemukan. Karena itu, 

organisasi membutuhkan mekanisme internal berupa nilai, kesadaran, dan 

integritas. Amanah kemudian bertemu dengan konsep itqan. Jika amanah 

menjawab persoalan integritas, maka itqan menjawab persoalan kualitas. 

Aparatur yang amanah tetapi tidak kompeten dapat tetap 

menghasilkan pelayanan yang buruk. Sebaliknya, aparatur yang kompeten 

tetapi tidak amanah dapat menggunakan kompetensinya untuk kepentingan 

yang salah. Oleh sebab itu, sektor publik membutuhkan integrasi antara 

integrity and excellence. 

Itqan mengandung gagasan bahwa pekerjaan harus dilakukan secara 

serius, profesional, teliti, dan berkualitas. Dalam konteks organisasi publik, 

itqan berarti tidak puas hanya karena pekerjaan selesai secara administratif. 

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pekerjaan tersebut benar, 

berkualitas, efektif, efisien, adil, dan memberikan manfaat kepada 

masyarakat. 

Pada tahap ini, Performance Management menjadi instrumen penting. 

Performance Management menyediakan siklus perencanaan, pelaksanaan, 

pengukuran, evaluasi, dan perbaikan. Akan tetapi, Performance Management 

tanpa nilai dapat berubah menjadi sekadar permainan indikator. Organisasi 

dapat sibuk mengejar angka tanpa benar-benar memperhatikan masyarakat. 

Karena itu, Performance Governance harus ditempatkan lebih tinggi daripada 

sekadar Performance Management. Performance Management bertanya: 
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“berapa target yang telah dicapai?” Performance Governance bertanya lebih 

jauh: “mengapa target tersebut dicapai, bagaimana cara mencapainya, siapa 

yang bertanggung jawab, apakah prosesnya adil, dan apakah hasilnya 

menciptakan nilai bagi masyarakat?” Perbedaan tersebut sangat penting. 

Kinerja tidak boleh dipisahkan dari proses tata kelola. 

Dalam perspektif ini, Performance Governance merupakan integrasi 

antara tujuan strategis, sumber daya manusia, proses organisasi, 

pengukuran kinerja, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, evaluasi, dan 

perbaikan berkelanjutan. Akuntabilitas menjadi jembatan antara kinerja dan 

governance. Setiap pegawai yang memperoleh kewenangan harus mampu 

menjelaskan penggunaan kewenangan tersebut. Setiap program harus dapat 

dijelaskan tujuan dan hasilnya. Setiap sumber daya harus dapat 

dipertanggungjawabkan. Setiap indikator harus memiliki hubungan dengan 

tujuan organisasi dan manfaat publik. 

Kajian terbaru mengenai nilai amanah dalam akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah juga menekankan bahwa amanah dapat menjadi 

penguat dimensi tanggung jawab, kejujuran, keterbukaan, dan komitmen 

dalam sistem akuntabilitas pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat peluang besar untuk mempertemukan ethical accountability dengan 

institutional accountability. 

Ethical accountability berasal dari kesadaran internal. Institutional 

accountability berasal dari sistem organisasi. Keduanya tidak boleh 

dipertentangkan. Justru, governance yang kuat adalah governance yang 

mampu mempertemukan kontrol internal dengan kontrol institusional. Dari 

sinilah artikel ini menawarkan konstruksi Islamic Performance Governance. 
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Kerangka tersebut dapat dirumuskan: 

 

Gambar 1 : Islamic Human Resource Management and Performance 

Governance 

Islamic HRM menjadi fondasi manusia. Amanah menjadi kompas moral. 

Itqan menjadi etika kinerja. Performance Management menjadi instrumen 

pengelolaan kinerja. Accountability menjadi mekanisme 

pertanggungjawaban. Performance Governance menjadi sistem tata kelola. 

Public Value menjadi orientasi hasil. Sustainable Performance menjadi 

outcome akhir. 

Model tersebut memiliki implikasi penting bagi organisasi publik. 

Pertama, dalam proses rekrutmen, organisasi perlu mengintegrasikan 

kompetensi dan integritas. Kedua, dalam pengembangan pegawai, organisasi 

perlu mengembangkan technical competence sekaligus ethical competence. 

Ketiga, dalam penilaian kinerja, organisasi harus menggabungkan output, 

outcome, perilaku, kualitas, integritas, dan kontribusi terhadap pelayanan 

publik. Keempat, dalam kepemimpinan, pimpinan harus menjadi teladan 

amanah dan itqan. Kelima, dalam governance, mekanisme pengawasan 

harus diperkuat tetapi tidak boleh menggantikan kesadaran moral pegawai. 
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Temuan empiris terbaru tentang HR governance berbasis kompetensi 

dalam lembaga keuangan sosial Islam juga memperlihatkan pentingnya 

menghubungkan pengembangan kompetensi, pembelajaran organisasi, 

profesionalisasi, dan accountability-based performance. Dengan demikian, 

model yang ditawarkan artikel ini tidak menempatkan nilai Islam sebagai 

ornamen tambahan dalam MSDM. Nilai Islam justru ditempatkan sebagai 

logic of governance. 

Inilah titik kebaruan yang penting, jika Islamic HRM hanya dipahami 

sebagai HRM yang diberi label Islam, maka kontribusinya relatif terbatas. 

Tetapi apabila IHRM digunakan untuk merekonstruksi bagaimana manusia 

dikelola, bagaimana kinerja diarahkan, bagaimana kewenangan 

dipertanggungjawabkan, dan bagaimana public value diciptakan, maka 

IHRM dapat berkembang menjadi fondasi teoritis bagi Islamic Performance 

Governance. 

Dalam kerangka tersebut, amanah bukan sekadar nilai moral. Amanah 

menjadi mekanisme pencegah penyalahgunaan kewenangan. Itqan bukan 

sekadar etika kerja. Itqan menjadi orientasi kualitas kinerja. Akuntabilitas 

bukan sekadar laporan administratif. Akuntabilitas menjadi mekanisme 

pembuktian bahwa amanah dan itqan benar-benar diwujudkan dalam 

tindakan organisasi. Pada akhirnya, kinerja berkelanjutan sektor publik 

harus menghasilkan tiga bentuk keberhasilan secara simultan: ethical 

performance, organizational performance, dan public value. 

Ethical performance memastikan bahwa kinerja dicapai dengan cara 

yang benar. Organizational performance memastikan bahwa tujuan 

organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Public value memastikan bahwa 

hasil tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika salah 

satu unsur hilang, maka kinerja menjadi tidak utuh, maka kinerja yang tinggi 

tanpa etika dapat menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan. Etika tanpa 

kinerja dapat menghasilkan organisasi yang baik secara moral tetapi tidak 
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efektif. Kinerja dan etika tanpa public value dapat menghasilkan organisasi 

yang sibuk dengan dirinya sendiri tetapi tidak memberikan manfaat nyata 

kepada masyarakat. 

Karena itu, Islamic Performance Governance harus diarahkan pada 

titik temu antara moralitas, profesionalisme, akuntabilitas, dan 

kemaslahatan. Paradigma ini pada akhirnya menggeser pertanyaan 

fundamental dalam pengelolaan SDM sektor publik. Pertanyaannya bukan 

lagi hanya “bagaimana meningkatkan kinerja pegawai?”, tetapi menjadi 

“bagaimana membangun manusia yang amanah, bekerja secara itqan, 

bertanggung jawab secara akuntabel, dan mampu menghasilkan public value 

secara berkelanjutan?” 

Pertanyaan tersebut membawa MSDM dari wilayah administratif 

menuju wilayah strategis, dan membawa Performance Management dari 

sekadar pengukuran menuju governance. Dengan demikian, Islamic Human 

Resource Management dan Performance Governance bukan dua konsep yang 

terpisah. Keduanya dapat dipertemukan dalam satu paradigma yang 

menempatkan manusia sebagai pusat, nilai sebagai fondasi, kinerja sebagai 

proses, akuntabilitas sebagai mekanisme, governance sebagai sistem, dan 

maslahah sebagai tujuan. 

KESIMPULAN 

Artikel ini menegaskan bahwa kinerja berkelanjutan sektor publik 

tidak cukup dibangun melalui sistem pengukuran kinerja, indikator, 

regulasi, dan mekanisme pengawasan. Kinerja publik membutuhkan 

manusia yang memiliki kompetensi sekaligus integritas. Islamic Human 

Resource Management memberikan fondasi untuk mengintegrasikan kedua 

dimensi tersebut. Amanah membentuk kesadaran bahwa jabatan dan 

kewenangan merupakan kepercayaan. Itqan membangun orientasi terhadap 

profesionalisme, kualitas, ketelitian, dan kesungguhan. Akuntabilitas 
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memastikan bahwa nilai dan kinerja tersebut dapat dibuktikan serta 

dipertanggungjawabkan secara institusional. Integrasi ketiga unsur tersebut 

menghasilkan paradigma Islamic Performance Governance, yang dapat 

dirumuskan sebagai: 

AMANAH → ITQAN → ACCOUNTABILITY → PERFORMANCE 

GOVERNANCE → PUBLIC VALUE → SUSTAINABLE PERFORMANCE. 

Kontribusi utama artikel ini adalah menawarkan perluasan perspektif bahwa 

Islamic HRM tidak seharusnya hanya dipahami sebagai pendekatan etika 

dalam pengelolaan pegawai, tetapi dapat menjadi fondasi bagi rekonstruksi 

tata kelola kinerja organisasi sektor publik. 

Dengan paradigma tersebut, organisasi publik tidak hanya dituntut 

berkinerja tinggi, tetapi juga berkinerja benar. Tidak hanya mengejar target, 

tetapi menghasilkan manfaat. Tidak hanya membangun sistem pengawasan, 

tetapi membangun kesadaran pertanggungjawaban. Tidak hanya mengelola 

pegawai sebagai sumber daya, tetapi membangun manusia sebagai 

pemegang amanah publik. Pada akhirnya, Performance Governance dalam 

perspektif Islam adalah tata kelola yang menghubungkan kompetensi dengan 

integritas, kinerja dengan akuntabilitas, dan keberhasilan organisasi dengan 

kemaslahatan masyarakat. 
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